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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir di Aceh, 05 April 1985 /umur 34 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK,
sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Indramayu, 20 April 1986 /umur 33 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani,
tempat tinggal’kediaman di KABUPATEN SIAK, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan

perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal
19 Juni 2019, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SIAK, sebagaimana tercatat
dalam Akta Nikah No. 060/11/111/2008 tertanggal 11 Maret 2008;
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2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul) sudah dikaruniai
1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 09 Maret 2009;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan sesuai dengan alamat
Penggugat diatas sekitar 2 tahun kemudian pindah kerumah orang tua
Tergugat yang beralamatkan KABUPATEN SIAK sampai Sekarang,

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh
karena;

a) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar sering ngucapkan kata-kata
kasar

c) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

d) Tergugat suka bermabuk-mabukan;

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Juli tahun 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah
orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena

perceraian;
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9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan perceraian Penggugat
terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan
tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi
unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat
untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir
secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut
dengan Relaas Panggilan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 25 Juni 2019
dan 3 Juli 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas
ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya
tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian,
namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register

Kepaniteraan Pengadilan Agama  Siak  Sri Indrapura Nomor
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265/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 19 Juni 2019 tersebut dibacakan, lalu

Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;
Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat

telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama

PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor No. 060/11/111/2008 tanggal 11 Maret

2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

KABUPATEN SIAK, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:

1. SAKSI | P, umur 54 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, dan di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Saksi adalah Ketua RT di wilayah rumah kediaman bersama terakhir
Penggugat dengan Tergugat;

— Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT dan saksi
mengenalnya;

— Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di
rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua
Tergugat, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama
terakhir;

— Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya
rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran
dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

— Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi pertengkaran, karena saksi 3 (tiga) kali mendengar
keduanya bertengkar di rumah orang tua Tergugat, dimana
pertengkaran pertama terjadi pada tahun 2013, pertengkaran kedua
pada tahun 2017 dan pertengkaran ketiga juga pada tahun 2017.

Namun saksi hanya mendengar permasalahan yang dipertengkarkan
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keduanya pada pertengkaran kedua, yaitu mengenai Tergugat yang
berselingkuh dengan perempuan lain;

— Tergugat sekarang hidup serumah dengan perempuan lain di rumah
orang tuanya yang hanya berjarak 100 meter dari rumah saksi dan
keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu,
Penggugat dijemput keluarganya dari rumah kediaman bersama terakhir
mereka di rumah orang tua Tergugat pada saat Tergugat melakukan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

— Saksi mengetahui Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (KDRT) terhadap Penggugat karena saksi sebagai Ketua RT
diberitahu oleh keluarga Penggugat tentang hal itu, lalu saksi pergi ke
Puskesmas dan saksi melihat mata Penggugat bengkak dan berdarah
serta dalam keadaan pingsan. Saksi mendengar sebagian keluarga
Penggugat pergi ke kantor Polsek untuk membuat pengaduan tentang
tindak pidana KDRT tersebut. Pelaporan tersebut berakhir secara
damai;

— Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI Il P, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi
Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Saksi adalah kakak ipar Penggugat;

— Penggugat sudah menikah dengan Kholili dan saksi mengenalnya sejak
tahun 2013, tepatnya ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat;

— Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di
rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua
Tergugat, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama
terakhir;

— Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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— Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya
rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran
dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

— Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi pertengkaran, karena Saksi 2 (dua) kali mendengar
keduanya bertengkar di rumah orang tua Tergugat, dimana
pertengkaran pertama terjadi pada tahun 2014 dan pertengkaran kedua
pada tahun 2017. Namun saksi hanya mendengar permasalahan yang
dipertengkarkan keduanya pada pertengkaran kedua, yaitu mengenai
Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat
melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);

— Saksi sering melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain
sebagaimana layaknya suami istri, seperti perempuan tersebut
berpegangan erat ke badan Tergugat;

— Saksi mengetahui Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (KDRT) terhadap Penggugat karena pada tahun 2017 saksi
didatangi oleh Penggugat memakai kenderaan bermotor dalam keadaan
mata bengkak dan muka berdarah dengan menyatakan Tergugat telah
memukulnya. Kemudian saksi membawa Penggugat ke Puskesmas,
sementara suami saksi membuat pengaduan ke Polsek. Pengaduan
tersebut berakhir secara damai;

— Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu,
Penggugat menetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan
Tergugat menetap di rumah orang tuanya;

— Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan
rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain,
selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;
Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada

pokoknya tetap pada tuntutannya semula dan memohon agar dikabulkan;
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Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam
berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan
pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya
perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan
demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b]
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajib
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan
gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali,
oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba’'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Sak
bertanggal tanggal 25 Juni 2019 dan 3 Juli 2019, dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang
sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis
putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan
verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa “P” dan alat bukti saksi 2 (dua) orang,
yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat “P” yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-
nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut
telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat
keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat
sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah
memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal
285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang
Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat
telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi
di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk
didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga
telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut
relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi
yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian
telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal
171 - 176 RBg dan Pasal 308 — 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat “P” tersebut diperoleh
fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah
yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada
tanggal 9 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat,
diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Saksi 3 (tiga) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah orang tua
Tergugat, dimana  pertengkaran pertama terjadi pada tahun 2013,
pertengkaran kedua pada tahun 2017 dan pertengkaran ketiga juga pada
tahun 2017. Namun saksi hanya mendengar permasalahan yang
dipertengkarkan keduanya pada pertengkaran kedua, yaitu mengenai
Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain;

— Tergugat sekarang hidup serumah dengan perempuan lain di rumah orang
tuanya yang hanya berjarak 100 meter dari rumah saksi dan keduanya telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun yang lalu;

— Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat,
diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Saksi 2 (dua) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah orang tua
Tergugat, dimana pertengkaran pertama terjadi pada tahun 2014 dan
pertengkaran kedua pada tahun 2017. Namun saksi hanya mendengar
permasalahan yang dipertengkarkan keduanya pada pertengkaran kedua,
yaitu mengenai Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain;

— Saksi sering melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain
sebagaimana layaknya suami istri, seperti perempuan tersebut berpegangan

erat ke badan Tergugat;
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— Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun yang lalu karena Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

— Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah
tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", terbukti Penggugat
mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan
ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan
bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya
sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan
perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki
kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan
perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua
peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)
unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana
dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa
gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua
aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas
bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat
dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat "P" serta fakta dari keterangan
saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah
diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang
merupakan sepasang suami istri, telah terjadi pertengkaran yang disebabkan
karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga
mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua)
tahun yang lalu, dan setelah keduanya didamaikan dan dinasihati, tetap tidak
berhasil,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang
dekat Penggugat, vyaitu kakak ipar Penggugat, yang pada pokoknya
menyatakan para pihak telah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga mereka,
namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken
marriage). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah
pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih
besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;
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Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi
karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia
sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat

al-Rum ayat 21 yang berbunyi:
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab Figh
al-Sunnah Juz Il halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam
hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat
menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat
dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana

dikemukakannya sebagai berikut:
Legiy C')La’}[\ 55 ey el e sl b ol Lealky

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika
terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan
kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam
pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu
perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya

dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang
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disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang
berbunyi:

LS Lawly & OLSy a0 STl i Bz Ol

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan
ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan
Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan
dalil-dalil syarak tersebut jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat
dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan

ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp671.000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019
Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1440 Hijriah, dengan Dr.
Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I.
dan H. Muhammad Novriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut
bersidang, dibantu oleh Farhany Adil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I. H. Muhammad Novriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Farhany Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 575.000,00
4. PNBP Pannggilan | : Rp 20.000,00
5. Redaksi :Rp 10.000,00
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6. Meterai :Rp_ 6.000,00
Jumlah :Rp 671.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Siak Sri Indrapura, 9 Juli 2019
Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura,

Fahryarrozi, S.Ag.
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